5.1

BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di

Apotek Megah Terang, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai

berikut:
1.

Kegiatan PKPA memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk
mengenal secara langsung bagaimana peran seorang apoteker
dijalankan di lapangan. Melalui pengalaman ini, mahasiswa
memahami bahwa apoteker tidak hanya bertugas dalam pelayanan
obat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga mutu pelayanan
kesehatan di masyarakat.

Selama praktik, mahasiswa mempelajari berbagai aspek
manajemen apotek, mulai dari proses perencanaan kebutuhan obat,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan.
Pemahaman ini membantu mahasiswa melihat bagaimana sistem
kerja apotek saling berkaitan dan berkontribusi terhadap
kelancaran pelayanan kefarmasian.

Melalui pengalaman praktik, mahasiswa juga didorong untuk
mengembangkan sikap profesional berdasarkan nilai-nilai Peduli,
Komit, dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai moral dan etika yang
mendukung profesi apoteker. Kegiatan ini menjadi sarana untuk
membentuk kepribadian apoteker yang bertanggung jawab,
memiliki integritas, dan mampu memberikan pelayanan yang

berorientasi pada kemanusiaan.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil kegiatan dan pengalaman selama menjalani

PKPA, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan serta

masukan bagi mahasiswa calon apoteker agar pelaksanaan PKPA selanjutnya

dapat berjalan lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa calon apoteker, sebaiknya memanfaatkan waktu
PKPA untuk memperdalam pengetahuan tentang berbagai jenis
obat, cara penggunaannya, serta efek samping yang mungkin
terjadi. Pemahaman yang luas akan membantu dalam memberikan
pelayanan yang lebih tepat kepada pasien.

2. Diharapkan mahasiswa juga meningkatkan kemampuan
komunikasi, baik dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan
lainnya, agar proses penyampaian informasi obat menjadi lebih
efektif dan mudah dipahami.

3. Mahasiswa disarankan untuk bersikap aktif dan antusias selama
menjalani PKPA, tidak hanya mengikuti instruksi tetapi juga
berinisiatif untuk belajar hal baru. Dengan demikian, pengalaman
yang diperoleh akan lebih bermakna dan dapat menjadi bekal

penting dalam menjalankan profesi apoteker di masa depan
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